
 

 

BUPATI GRESIK 

 

PERATURAN BUPATI GRESIK 

NOMOR  16 TAHUN 2014 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK  

NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI GRESIK, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan tertib administrasi 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 

pelayanan kepada masyarakat, perlu penyeragaman tata 

naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah untuk 

menunjang kelancaran komunikasi secara tertulis dalam 

penyelenggaraan tugas umum dan pembangunan secara 

berdaya guna dan berhasil guna; 

   b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata 

Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, 

penyelenggaraan naskah dinas di lingkungan Pemerintah 

Provinsi dan Kabupaten/Kota diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota; 

   c. bahwa pengaturan tentang naskah dinas di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diatur 

dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2012 

tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Gresik, masih terdapat kekurangan 

dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan 

mengenai aturan tata naskah dinas yang baik sehingga perlu 

dirubah; 
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   d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimasud 

pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati 

Gresik Nomor 37 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas Di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik; 

       

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya 

dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 

keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4844); 

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, 

Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5035); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang 

Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1951 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 176); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang 

Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1958 Nomor 1971 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1636); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah 

Dinas; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 

tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah 

Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 

11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 113 Tahun 2010 

tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Jawa Timur; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik 

Nomor 3 Tahun 1975 tentang Lambang Daerah Kabupaten 

Daerah Tingkat II Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten 

Daerah Tingkat II Gresik Tahun 1976 Nomor 5 seri C); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik 

Nomor 4 tahun 1975 tentang Penggunaan Lambang Daerah 

Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik (Lembaran Daerah 

Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Tahun 1976 Nomor 6 

seri C); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 

tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 

Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik 

Tahun 2007 Nomor 6); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik 

(Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 308); 
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16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2010 

tentang Organisasi Lembaga Lain Sebagai Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2010 Nomor 8); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pembentukan Perundang-Undangan Di 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 

Nomor 2); 

18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 

6 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan 

Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 

Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Pedoman Tata 

Naskah Dinas Badan Koordinasi Penanaman Modal; 

  

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  PERUBAHAN  ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 37 

TAHUN 2012 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI 

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK. 

 

Pasal  I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik  Nomor  37 

Tahun 2012 tentang Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik 

Tahun 2012 Nomor 934), diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 11 

 

Penggunaan kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf 

e, sebagai berikut : 

a. kertas yang digunakan untuk naskah dinas adalah HVS 80 

gram atau disesuaikan dengan kebutuhan, antara lain untuk 

kegiatan surat-menyurat, penggandaan, dan dokumen 

pelaporan; 
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b. pengunaan kertas HVS diatas 80 gram atau jenis lain dengan 

keasaman tertentu, hanya terbatas untuk jenis naskah dinas 

yang mempunyai nilai kegunaan dalam waktu lama; 

c. penyediaan surat berlambang negara dan/atau lambang 

daerah, dicetak di atas kertas 80 gram; 

d. ukuran kertas yang digunakan untuk surat-menyurat adalah 

Folio/F4 (215 mm x 330 mm); 

e. ukuran kertas yang digunakan untuk penerbitan sertifikat 

tertentu dalam pelayanan perizinan, makalah, paper, dan 

laporan adalah A4 (210 mm x 297 mm); dan 

f. ukuran kertas yang digunakan untuk pidato adalah setengah 

Folio (165 mm x 215 mm). 

   

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik. 
 

Ditetapkan di Gresik 

pada tanggal  14 Maret 2014  

 

BUPATI GRESIK, 

 

Ttd. 

 

 

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si. 

Diundangkan di Gresik  

pada tanggal 14 Maret 2014   
                  

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN GRESIK, 

 

          Ttd. 

 

Ir. MOCH. NADJIB, MM 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19551017 198303 1 005 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2014 NOMOR 443 
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